BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan mengenai hal-hal yang telah dijabarkan dalam bab-
bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikategorikan sebagai benda yang di
atasnya dikenakan hak kebendaan dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan,
karena, Ekspresi Budaya Tradisional telah memenuhi unsur-unsur benda
dalam Hukum Adat. Setelah mengetahui bahwa Ekspresi Budaya
Tradisional termasuk ke dalam kategori benda dalam hukum adat, maka
selanjutnya, dapat ditentukan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional termasuk
kategori jenis benda tidak berwujud dalam Hukum Adat, karena
keberadaannya tidak bertubuh. Untuk mengetahui apakah di atas Ekspresi
Budaya Tradisional yang termasuk kategori benda tersebut dapat dikenakan
Hak Kebendaan dalam Hukum Adat, dilakukan uji unsur Hak Kebendaan
dalam Hukum Adat terhadap hak atas Ekspresi Budaya Tradisional. Hasil
uji unsur tersebut diperoleh kesesuaian unsur-unsur di antara keduanya,
sehingga hak atas Ekspresi Budaya Tradisional dapat dipersamakan dengan
Hak Kebendaan dalam Hukum Adat. Sehubungan dengan Ekspresi Budaya
Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat, maka Ekspresi Budaya
Tradisional dikategorikan sebagai hak kolektif atau hak milik bersama.

2. Perlindungan hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional
belum maksimal. Memang terdapat muatan peraturan yang terkesan
memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Adapun
pengaturan hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional
dapat ditemukan dalam UNDRIP, UU Hak Cipta, dan UU Pemajuan
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Kebudayaan. Berkaitan dengan perlindungan melalui UU Hak Cipta sudah
terdapat Pasal 38 yang memberikan perlindungan berupa inventarisasi,
menjaga dan memelihara atas objek-objek Ekspresi Budaya Tradisional.
Dari pasal tersebut dengan terdapatnya kata inventarisasi, menjaga dan
memelihara terkesan sudah terdapat perlindungan dan sesuai dengan apa
yang telah diatur pada UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, apabila dikaji
lebih jauh masih terdapat kurangnya perlindungan dari Pasal 38 UU Hak
Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan terhadap masyarakat adat yang
memiliki Ekspresi Budaya Tradisional, karena hak cipta atas Ekspresi
Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. Maka keuntungan dari
penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan kepada Negara, bukan
kepada masyarakat adat sebagai pemilik dari Ekspresi Budaya Tradisional,
sehingga hal tersebut merugikan masyarakat adat.

. Terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Bagi Hasil atau Benefit Sharing
sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang
digunakan oleh pihak asing untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat
adat. RUU PTEBT telah merumuskan mengenai penerapan sistem bagi hasil
terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk
memperoleh keuntungan. Perlu untuk dilakukan terlebih dahulu uji unsur
untuk mengenai apakah Sistem Bagi Hasil dalam Hukum Adat memiliki
konsep yang sama dengan Benefit Sharing System pada Nagoya Protocols
dalam HKI. Hasil uji unsur tersebut diperoleh mengenai kesesuaian antara
keduanya. Kemudian, penetapan pada Nagoya Protocols dimaksudkan
untuk Sumber Daya Genetika, sehingga dilakukan penafsiran analogi agar
dapat memperluas aturan benefit sharing pada Nagoya Protocols dengan
membandingkan persamaan-persamaan antara Sumber Daya Genetika dan
Ekspresi Budaya Tradisional. Hasil penafsiran tersebut diperoleh bahwa
terdapat persamaan antara keduanya, sehingga benefit sharing dalam
Nagoya Protocols memiliki kemungkinan untuk diterapkan pada Ekspresi

Budaya Tradisional.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan

beberapa saran terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan amandemen
terhadap Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak
Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara, dikarenakan
hal tersebut tidak memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.
Sehingga, seharusnya Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki
olen masyarakat adat, agar kedepannya masyarakat adat tidak akan
mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya eksploitasi Ekspresi
Budaya Tradisional.

2. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk merumuskan Peraturan
Pemerintah yang disebutkan pada Pasal 38 Ayat (4) UU Hak Cipta, dengan
menjelaskan mengenai hubungan hukum antara masyarakat adat sebagai
pemilik Ekspresi Budaya Tradisional, dengan Negara yang mendaftarkan
Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional, agar masyarakat adat dapat
memperoleh pemanfaatan apabila Ekspresi Budaya Tradisional tersebut
digunakan untuk memperoleh keuntungan, sehingga hal tersebut dapat
membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

3. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk mengesahkan RUU
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau
merumuskan kembali UU yang mengatur mengenai perlindungan terhadap
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai undang-
undang sui generis, yang memuat mengenai kedudukan masyarakat adat
sebagai pemilik atas Ekspresi Budaya Tradisional.

4. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada
masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta atas Ekspresi
Budaya Tradisional sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya

Tradisional yang memiliki potensi untuk dapat dikomersialisasikan, agar
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masyarakat adat dapat memperoleh keuntungan apabila Ekspresi Budaya
Tradisional dimanfaatkan.

Disarankan kepada masyarakat adat untuk melakukan inventarisasi
terhadap seluruh Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga terdapat
perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional dalam bentuk Hak Cipta.
Disarankan kepada Pihak Asing untuk menggunakan konsep bagi hasil
dapat dengan membentuk Perjanjian Lisensi yang telah diatur pada UU Hak
Cipta apabila hendak melakukan pemanfaatan yang memperoleh
keuntungan atas Ekspresi Budaya Tradisional, agar tidak terdapat pihak
yang dirugikan, terutama masyarakat adat.

Disarankan kepada para peneliti permasalahan Ekspresi Budaya Tradisional
untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme dari pembagian
hasil yang dilakukan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang
dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat mengetahui
bagaimana implementasinya secara nyata, kendala apa saja yang timbul dari

penerapan pembagian hasil tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya.
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